
BL]trATI HALMAF{EHA BAR,qT
PRi]VIhiSI MALLTKU UTARA

FtrRATUR,\N EUF,qTI HAI,MAT{ERA BAHAT
NUN1UR L3 TALjUj\ 2023

TENTANG

PENtrRAPAN APLIKASI SEMPOA DALAM PENGELOLAAhI DAN
,*ENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN I_IALN,IAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

h{engingat : 1.

b.

C,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

tlahu,a untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Kel.erbukaan informasi Publik,
Perirturan Femerintah Nomor l'2 l.ahun '2A19 tentang
Pengelolaan Keuarugan lfaerah serta Peraturan Ilaerah
Knbupaten }{illmahera Barat Nornor 2 Tahun '20'2'2 tentafig
Pengelolaan Keuangan Daerah, rnaka perlu elilakukan tinclak
ianl'ut inibrmasi tentang pengelolaan keuangan -1,'ang
transparansi dan akuntabel;
bahwa dalam rangka rnernmjurlkan pengelolaan keuangan
Daerah secara tertitr, efisien, ekonomis, efektjf transparan diln
bertanggungjaw'ab diperlukan suatu aplikasi pengelolaan dan
penatalrsa.haan keuangan guna mewujurlkan Visi dan &{isi
Pemerint-ah l)aei'ah raelalui Aplikasi SBXTIPOA yang diterapkan
pacla Sekretariat Daerah Kabr.rpaten F{aimahera Rarat;
trahu,a berclasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud
r1alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penerapan Aplikasi StrMPOA dalam Pengelolnan
dan Penata"usahaan Keuangan pada Sekretariat l)aerah
Kabr-lpaten Haimahera Barat.

Undang-Undang Nornor 60 'I"ahun 1958 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor' )3 Dan-rrat Tahun 1957 tentang
Pemtrent-ukan Daerah-daerah Srvatantril Tingkat II Dalam
Wilnyah Daerah Sr,vatantla Tingkat i Mah"lku menjadi Unrlang-
unclang;
Undang-undarng Nomor"46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Pr"cvinsi Maluku l-Itala, Katrupaten Ruru rlan Kabupaten
Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diurbah clengan
Undang-undang Flcrnor 6 Tahun '2OAA;

{Jndilng-r:r:dang Nomor I Tahun 2003 t.entang Perrbentukan
Kabupaten I{almahera Utara, Kabupaten Halmaherer Timur rlan
Kota Tidore Kr:puiauan di Plovinsi Maluku Utara;
Llnclang-undang Nornor 1;l 'lahun 2008 t.entang Ketertrukaan
lnforn:asi Pnblik;
lJndang-r-rndang lifomor 5 Tahun '2AA tentang Aparatur flipil
Negara;

S. Undang-undang Nomor 23 Tahun '2CIL4 tentang Pemerintahan
Daerah;
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7.

L

undang-undang Nomor 1g rahun zarc tentang perubahan atas
u,dang-undang Nornor 11 Tahun 200g tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik;
unciang-undang Nomor 30 Tahun zar4 tentang Aclmir:istrasi
Pemerintahan;

Menetapkan

Q' lJndang-undang Nomor 1 Tahun '2022 tentang i{uLrungan
Keuangan antara pemerintah pusat clan pemerintah Daerah;

l0"Peraturan Pemerintah Republik Inrlonesia Nomor 12 ?ahun
2479 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Plesiden Nomor 95 Tahun 201g tentang sistern
Pemerintahan Berbasis Elektronik;

l2.Keputusan Presiden Nomor 3 tahun '2a21 tentang satuan
Tugas Percepatan dan perlu*rsan Digitalisasi Daerah {satgas
P2DD);

l3.Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reftrnnasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedooran
umurn Tata Naskah Dinns trlekhonik rli Lingkungan Instansi
Pemerintah:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun ,2o1t) tentang
Sistem Infontrasi Pemerintahan Daerah;

i5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun ,2az$ teni.ang
Pecloman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun '2o2l tentang
Titn Percepatan dan Perluasarr Digitalisasi Daerah Provinsi 6an
Kahrupaten/Kota serta ?ata cara Implementasi trlektroniiikasi
Transaksi Pernerintah Daerah;

17" Peraturan l)aerah l{abupaten Halmahera Rarat. Nou:or 6 Tahurr
'2421 tentang Rencana pembangunan Jangka [4enengah
Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Tahun 2|JZ1-2O,26;

18. Peraturan L)aerah Kabr-rpaten Hatmahera Barat Nomor 2 Tahun
2{}21 tentang Pembahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Ilaimahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pernbenirrkat
dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten l{aimahera Barat:

2o. Peraturan Daerah Kabr-ipaten Halmahera Barat Nomor 2 'rahun
'2422 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSI{.AN :

: PE}IATURAN T]UPATI TtrN'TANG APLIKASI SEMPOA DAI.AM
PI'NGEI,OLAAN DAN PBNATAUSAHAAN KEUANGAN PADA
StrKRIJTARIAT DAIIRAI { KAIf U}'ATtrN }{ALMAi{trRA BARAT.

BAR I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Hatrrnahera Barat.
Pemet"intahan Daerah adalah Bupati elan Perangkat Daerah sebagai unsltr
penvelenggara pemerintah daerah yang meminpin pelaksanaan urusan
pemerintah daerah ],'ang menjadi kelvenangan rlaerah.
Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Bupati adeiiah Bupati Llalmahera Barat.
Sekretaris l)aerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hatmahera Rarat.
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6' Sekretariat Daerah aclalah Sekretariat Daerah Kahr-rpaten }{almahera Barat.
7. lntegrasi adalah I]rosr:s pernbauran yang dinamis dan terstruktur terhadap tr-

Planning dan B-Eltidge ting.
8" Aplikasi acialah suatu perangkat lunak -vang dibuat khusus untuk memenuhi

kebu ttrhan yang diinginkan pengguna.
q. Sistem infor:nasi adalah sei:r"rah sistem frrr::ral, sosioteknikal dan

organisasional yang rlirancang untuk mengumpulkan, mefilproses. rnenlimpan,
dan rnendistribusikan inform;lsi.

10. SEMPOA adalah Akronim dari Sistern Infbrrnasi Pengelolaan Keuilngan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksurl pelaksanaan Aplika si "S!lM POA", vaitll:
,i. Mervujurikan optimaiisasi pengaw-asan terhadap pengeiolaar: dan

penatausahaan keuangan rlaei:ah pada Sekretariat Daerah Kai:upatmr
Halmahera Barat;

h- Mendorong peningkatan prof'esionalisme dan kualitas Aparatur Sipil lt{egarn
pada Sekretariat Daerah Katrupater: Flalmahera Barat.

Bagian Kedua
?ujuan
Pasal 3

Tu-juan Pelaksanaan Apiikasi "SEfuIPOA" yaitu :

&" 'lujuan Jangka Pendek : lenvujudnlra sistern inibrmasi pengekilaan kei-lar:gan
"Sefi1poa" di Bagian Umufil, Perencanaan rian Keuangan Sekretariat Daerah
Kabupaten I{almahera Barat.

h. Tujuan Jangka Menengah : teru,rrjurtnya integrasi pelaporan keuangan yang
tepat rvaktu dengan Aplikasi "SEMFOA".

c" Tu.juan .Iangka Panjang : teruT-ijurlnya riptirnaXisasi teknis pengelolaa:r
keuangan melalui Apiikasi 'StrMPGA" pada Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

Aplikasi "SEMPOA" berasaskan Pancasila dan tlUD 1945 serta ketentuan peratura-*
pemndang-undangan dengan menjunjung linggi objektivitas infor-rnasi, keabsahan
<lan keterbukaan informasi puttlik"

ISAB III
PENCitrRTlAN SEMPOA

Pasal 5

li"a{a "SIJMPOA" meuriliki pengertiiln sebagai berikut :

a. Sempoa adalah alat hitung kuno _\.ar1g dibuat tlar:i rar:gka ka-y'u dengan
sederetan poros yang berisi rnanik-manik yang bisa digesergeserkan yang
sering digunakan oieh Bangsa Cina.

b" "SFJMPOA" merupakan akronim dari Sisten: Intbrmasi Pengek:laan Keuangan"
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Bagian Kedua
Mantaat

Pasal 6

Manfaat Aplikasi "SEMPOA" yaitu:
a. Untuk organisasi:

1. Dapat metrgetahui data dan infor:nasi anggaran pada Sekretariat Daerah
terhadap realisasi penggunaan anggaran.

2. Dapat rnemlrerikan akses (lavalani data dan infonnasi secara baik dan
dapal rnemtrerikan pela-vanan prima kepada stakeholder -_vang
memirutuhkan.

b" Untuk stakehokler:
1. Dapat mengakses rlata dair infor-masi atas pelaksanaan peilggunaan

anggaran program prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten F{almahera
Barat.

2" Dapat memantau perkembangan kebijakan pelaksanaan penggunaa:1
anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IV
PtrLAKSAI{AAN APT,IKASI "SEMPOA",

Pasai 7

Pelaksanaan Aplikasi "SEMI'OA" dilakukan atas inisiatif Peserta Pelatihan
Kepemirnpinan Administrator {P}LA} Tingkat IItr Angkatan \ri Tahun '20)3 -_vang
mengangkat judul ,{ksi Perubahan Oirtimallsasi Pengawasan Melaiui Sisteu:
lnfor:nasi Pengetroiaan Keuangan "SEMPOA" Sekretarjat Daerah Kabupnten
Halmahera Barat.
Aplikasi "StrMPOA" dapat dijadikan sebagai media informasi bagi Aparatur
bir-okrasi serta stakeholder rtalam mengakses informasi tentang penggunaan
anggaran pada Sekrelariat. Daerah Kalrupaten l{almahera Barat.
Aplikasi "strMPoA" dilaksanakan pada sekretariat Daerah Kabr-rpater:
Halmahera Barat.

Pasal 8

Aplikasi "SITMPOA" dapat mengembangkan did sebagai komunitas pengguna
clanfatau Irengeiola layanan inlormasi yang berbasis teknologi informasi dan
kornunikasi di bidang pengelolaan dar penatausahaan keuangan daerah.

BAB V
PENIBINAAN DAN FtrI{GAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan Aplikasi "StrMPOA" dilaksanakan berdasarkan ruang
lingkup yaitu peirgelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan berbasis digiial
di barvah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupnten Halmahera Barat.
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BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan Apiikasi "SEMPOA" diiaksanakan berdasarkan ruang
lingkup lyaitu pengelolaan keuangan rlan penatausahaan keuangan berbasis rligiial
di bar,vah pengawasan Sekretaris Daerah Kabupaten }{alrriahera Barat.

tsAB ViI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 1 L

Peratilran Bupati ini muiai berlaku pada tang;a1 diunriangkan"

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan }3upali
ini clengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flalmahera Barat."

Ditetapkan di : .Jailolo
pada tanggal : \ November '2A23

BUPATI I{ALM RA BARAT,

J,{IVITS UAJTG

I)iundangkan cli
pada tanggal

Jailolo
>\ Ncvember '2A23

SEKRI1TARIS DAIIRA}{
KAE]UT}A MAH]TRA E]ARAT'

MUTIA}IIlI SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAER,{H KABUPATEN }{AI,MA}{trRA BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 7O

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab. Flaimahera Barat

Ass"Elid. Adm. Umum

I{r:bag Umum,
Perencanaan &
Kahag. Hukum & Orgs
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